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KATA PENGANTAR
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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan InayahNya, sehingga Tim pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama DK]
Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan tugas
yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
dengan baik sesuaj dengan rencana.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor
W9-A/1034/PS.01!4/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Penugasan Tim
Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal
18 s.d. 19 April 2022.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim
yang ditunjuk.

Demikian dan terima kasih;

Jakarta, 19 April 2022
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor | Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Badan Peradilan Dij Bawahnya:;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor | Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan:
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10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan tata Kerja

Serta Pejabat Kepaniteraan:

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara:

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Penangan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan:

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il
(Edisi Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengedalian

Administrasi;

14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
080/KMA/SK/VI11/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal
23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya;

16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal
10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,
Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik:

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/080/SK/VI111/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan:

19. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ||
(Edisi Revisi tahun 2013);
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20.Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

21.Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia,
No.1294!DJAIHK.OO.6ISK!2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2018;

22. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R,
Nomor 424!DJA/HM.00!H!2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara
Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama:

23.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, W9-
A/1 034!F’S.01!4f2022, tanggal 12 April 2022, tentang Penugasan Tim
Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

B. Ruang Lingkup Pengawasan.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

2. Bidang Administrasi Perkara

3. Bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial

4. Bidang Administrasi Umum

Bagian Umum dan Keuangan

C. Maksud Dan Tujuan Pengawasan.
1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik
dan benar:
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi
Persidangan;

4. Menjaga terwujudnya  tertib administrasi  umum (persuratan,

kepegawaian dan perpustakaan);
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5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran
dan Barang Milik Negara (BMN);

D. Metodologi Pengawasan.
1. Memeriksa dokumen:
2. Melakukan wawancara;
3. Melakukan konfirmasi;
4

Melakukan observasi:

5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik

dilingkunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat:

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Nomor : W9-A/1034/PS.01/4/2022, tanggal 12 April 2022, tentang Penugasan
Tim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilaksanakan selama
2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 18 s.d. 19 April 2022 oleh Tim

Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagai berikut :

1 Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

2 Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
19560819.198303.1.005
Pembina Utama (IV/e)

Hakim Utama (Ketua Tim)

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.
19580703.198203 1 003
Pembina Utama (IV/e)

Hakim Utama (Anggota)

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
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Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan/Tugas

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan/Tugas

Unit Kerja

H. Sunarto, S.H.,M.H.
19580505.197803 1 002

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Utama (Anggota)

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Mahrum, S.H.

18621012 198603 1 004

Penata Tk.| (lll/d)

Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

: Restiana Irwanti, S.E.
: 19870319 200904 2 001
. Penata ( lll/c)

. Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Jenjang Ahli Muda

. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
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BAB II
HASILTEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup pemeriksaan
dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, terdiri dari Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Administrasi
Persidangan, Administrasi Perkara dan Administrasi Umum, maka laporan yang
disampaikan pada bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan
tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan seperti tersebut terasa belum
dapat mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat, namun karena Surat Keputusan Tugas Pemeriksaan pada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah ditetapkan pula bidang-bidang yang
menjadi tugas masing-masing pemeriksa, sehingga pemeriksa melaksanakan
sesuai kesepakatan Tim yakni Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. Bidang
Manajemen dan Pelayanan Publik, Drs. H. Abd Rohim, S.H., M.H. Bidang
Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial, H. Sunarto, S.H., M.H. Bidang
Administrasi Perkara, Mahrum, S.H., dan Restiana Irwanti, S.E. Bidang
Administrasi Umum.

Bentuk penyajian laporan hasil pemeriksaan disampaikan dengan
menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa
yang menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya disampaikan hasil pemeriksaan sesuai dengan ruang

lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut:

A. BIDANG MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Perencanaan dan koordinasi
Perencanaan yang telah dibuat sudah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sudah mengarah kepada misi,
tujuan dan sasaran mencakup tugas pokok dan fungsi,
sarana/prasarana sumber daya manusia dan metode kerja yang
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disusun dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi yang memuat
tujuan atau target yang akan dicapai setiap kegiatan, strategi
pencapaian tujuan, dan asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan
rencana. Dalam rangka pelaksanaan tugas, telah dilakukan koordinasi
sejak perumusan kegiatan dan telah ada pengembangan sarana
koordinasi dan komunikasi (internal dan eksternal) sebagaimana
Lampiran |.

Pengawasan Bidang

Hawasbid telah berjalan sebagaimana mestinya dengan meneliti buku-
buku, laporan dan dokumen lainnya serta mengadakan pembinaan
secara langsung dan dievaluasi dan ditindak lanjuti oleh pimpinan rapat
koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dipimpin oleh Wakil
Ketua, sebagaimana Lampiran |I.

Ruang Sidang

Kondisi :

Ruang sidang 3, tidak ada Bendera Merah Putih maupun Bendera
IKAHI.

Kriteria :

Ruang sidang harus sesuai De Qorum ruang sidang.
Sebab :

Kurang kontrol Ruang Sidang.

Akibat :

Tidak terpenuhinya De Qorum Ruang sidang.
Kebersihan Kantor Dan Lingkungan

Kondisi :

Kamar kecil umum/Pengunjung, tidak ada tissu, termasuk kamar kecil
Disabilitas.

Kriteria :

Segala sarana/kelengkapan kamar kecil harus selalu tersedia.
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Sebab :

Petugas kurang kontrol.

Akibat :

Kurang terpeliharanya layanan publik.
Kondisi :

Kotak saran maupun kotak aduan tidak disediakan sarana pelengkap
(kertas dan ballpoin).

Kriteria :

Kotak saran maupun kotak aduan perlu disediakan sarana pelengkap
(seperti kertas dan ballpoin).

Sebab :
Petugas yang bertanggungjawab kurang cek dan kurang kontrol.
Akibat :

Kurang terpenuhinya sarana pelengkap kotak saran dan kotak aduan.

B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

M

Kondisi :

Register-register yang ada dalam SIPP dan e-Register (aplikasi
Badilag) pada umumnya telah terisi, namun pada e-Register
Permohonan Banding, e-Register Permohonan Banding, dan
e-Register Mediasi, kolom 1 (No. Urut) tidak diisi, sedangkan dalam
e-Register Akte Cerai Nomor Urut awal tidak berurutan, yang

selanjutnya sampai akhir diisi angka 7.
Kriteria :

Setiap kolom dalam e-Register harus diisi dengan baik dan benar

sesuai dengan judul kolom dan keadaan perkara yang bersangkutan.

Sebab :

Pencatatan dalam e-Register kurang dilakukan dengan teliti.
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Akibat :

Masih terdapat kolom-kolom yang kosong (yang harus diisi) sesuai

dengan judul kolom
Rekomendasi :

E-Register harus secara berkala untuk memastikan pencatatannya

telah dilakukan dengan baik dan benar

Kondisi :

Terdapat perbedaan jumlah dalam e-Register Permohonan Eksekusi
dalam SIPP 12 perkara dan E-Register Permohonan Eksekusi
e-Register (aplikasi Badilag) 24 perkara

Kriteria :

Jumlah perkara yang tercatat dalam e-Register Permohonan Eksekusi
dalam SIPP dan e-Register Permohonan Eksekusi (aplikasi Badilag)

harus sama

Sebab :

Sistem belum terintegrasi dengan baik

Akibat :

Terdapat ketidak samaan dalam catatan e-register
Rekomendasi :

Dikonsultasikan ke Badilag agar catatan dalam e-Register Permohonan
Eksekusi dalam SIPP dan e-Register Permohonan Eksekusi (aplikasi
Badilag) sama.

Kondisi :

Setelah dibuka detail dalam e-Register Permohonan Eksekusi dalam
SIPP no. urut 2 No. 007/Pdt.Eks/2017/PA.JP terdaftar tanggal
7 Desember 2017 belum ada tindak lanjut.
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Kriteria :

Dalam jangka waktu yang tidak lama dari pendaftaran harus segera

ditindak lanjuti.
Sebab :

Tidak ada kontrol dalam pencatatan dalam e-Register Permohonan
Eksekusi

Akibat :
Permohonan eksekusi tidak dilaksanakan.
Rekomendasi :

Harus ada kontrol secara berkala catatan pelaksanaan eksekusi.
Kondisi :

Setelah dibuka detail dalam e-Register Permohonan Eksekusi dalam
SIPP no. urut 6, 7, 8 dan 11 tidak tercatat Nomor Eksekusi, Nomor
dan tanggal putusan tingkat pertama, tanggal pendaftaran dan nama
para pihak

Kriteria :

Setiap perkara yang dimohonkan eksekusi harus didaftar dan tercatat

dalam register
Sebab :

Tidak ada kontrol dalam pencatatan dalam e-Register Permohonan

Eksekusi

Akibat :

Permohonan eksekusi tidak dilaksanakan
Rekomendasi :

Harus ada kontrol secara berkala catatan pelaksanaan eksekusi.
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C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN TEKNIS YUSTISIAL
a. Perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.JP.
Ketua Majelis . Drs. H. Hudri, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Dra. Hj. Ermawati, S.H..
Panitera Pengganti : Dika Adrian, S. Kom., S.H.
Kondisi :
Relaas panggilan kepada Penggugat tidak direnvoi
Kriteria :
Relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat harus
Direnvoi.
Sebab :
Tidak hati-hati.
Akibat :
Relaas panggilan kurang sempurna.
Rekomendasi :
Harus ada pembinaan kepada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.
Kondisi :
PMH (Pengganti) tidak ditandatangani oleh Ketua.
Kriteria :
PMH (Pengganti) harusnya sudah ditandatangani oleh Ketua.
Sebab :
Kekurang hati-hatian.
Akibat :
Bundel A kurang sempurna.
Rekomendasi :
Sebelum diminutasi harus ada koreksian oleh
Panitera Pengganti / PP.
Kondisi :
Tidak ada Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat yang
tidak hadir/verstek, dalam BAS.
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Kriteria :

Harus ada Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat yang
tidak hadir/verstek, dalam BAS.

(Pasal 125 ayat (3) HIR.).

Sebab :

Kekurang hati-hatian.

Akibat :

Bundel A yang kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan kepada Panitera Pengganti/PP.

Perkara Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.S.C
Hakim Anggota : Dra. Nurhayati, M.H.

Hakim Anggota . Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti : Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Kondisi :

Relaas panggilan kepada Penggugat tidak direnvoi.

Kriteria :

Relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat harus
Direnvoi.

Sebab :

Juru Sita/Juru Sita Pengganti kurang hati-hati.

Akibat :

Bundel A kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan kepada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.
Kondisi :

Tidak ada Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Relaas kepada Tergugat
yang tidak hadir/Verstek dalam BAS.
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Kriteria :

Harus ada Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat yang
tidak hadir/Verstek dalam BAS (Pasal 125 ayat (3) HIR.).
Sebab :

Kekurang hati-hatian.

Akibat :

Bundel A yang kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan kepada Panitera Pengganti/PP.
Perkara Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.S.C
Hakim Anggota : Dra. Nurhayati, M.H.

Hakim Anggota : Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti : Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Kondisi :

Relaas panggilan kepada Penggugat tidak direnvoi.
Kriteria :

Relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat harus
direnvoi.

Sebab :

Juru Sita/Juru Sita Pengganti kurang hati-hati.

Akibat :

Bundel A kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan kepada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.
Perkara Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota : Dra. Hapsah, M.H.

Hakim Anggota : Dra. Hj. Eni Juliani.

Panitera Pengganti : Eva Zulhaefah, S.H.
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Kondisi :

Relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat tidak direnvoi.
Kriteria :

Relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat harus

direnvoi.

Sebab :

Juru Sita/Juru Sita Pengganti kurang hati-hati.

Akibat :

Bundel A kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan kepada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.
Kondisi :

Rincian biaya perkara dalam putusan tersebut salah, dalam berita
acara tertera jumlahnya tetapi dalam putusan tertera 320.000,00 (tiga
ratus dua puluh ribu rupiah).

Kriteria :

Biaya perkara dalam putusan tersebut berjumlah Rp520.000,00 (lima
ratus dua puluh ribu rupiah).

Sebab :

Kekurang hati-hatian menjumlahkan biaya perkara yang seharusnya
Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

tetapi pada perincian biaya perkara Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh
ribu rupiah).

Akibat :

Terjadi salah dalam menjumlah perincian biaya perkara yang
sebenarnya adalah Rp520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
Perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota . Dra. Hapsah, M.H.

Hakim Anggota : Dra. Hj. Eni Juliani.

Panitera Pengganti : Eva Zulhaefah, S.H.
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Kondisi :

Nomor halaman BAS tidak lengkap, yang ada nomornya sampai pada
halaman 3, seterusnya tidak ada nomor halaman lagi sampai putusan
dibacakan.

Kriteria :

Nomor halaman BAS harus dibuat secara bersambung dari

sidang pertama sampai sidang terakhir.

Sebab :

Panitera Pengganti kurang hati-hati.

Akibat :

BAS nya kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan terhadap Panitera Pengganti/PP.

Perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Dra. Nurhayati, M.H.

Hakim Anggota : Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.S.C

Hakim Anggota : Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti : Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Kondisi :

Tidak ada Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon yang tidak
hadir/Verstek/dalam berita acara sidang.

Kriteria :

Harus ada Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon yang

tidak hadir/Verstek/dalam berita acara sidang.(Pasal 125 ayat (3) HIR.)
Sebab :

Kekurang hati-hatian.

Akibat :

Bundel A yang kurang lengkap.

Rekomendasi :

Harus ada pembinaan kepada Panitera Pengganti/PP dalam membuat
BAS.
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g.

Perkara Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Dr. H. Jarkasih, M.H.

Hakim Anggota : Hj. Musidah, S.Ag., M.H.|

Hakim Anggota - H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Ahmad Irfan, S.H.

Kondisi :

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan belum ditandatangani oleh Juru
Sita.

Kriteria :

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan belum ditandatangani oleh
Juru Sita.

Sebab :

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Lurah yang
belum ditandatangani oleh Juru Sita.

Akibat :

Kurang lengkap Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang
disampaikan oleh Juru Sita.

Rekomendasi :

Sebaiknya sebelum disampaikan kepada pihak yang tidak hadir, dicek
terlebih dahulu relaasnya.

Perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Dra. Hj. Hapsah, M.H.

Hakim Anggota . Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota : H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Rona Handayani, S.H.

Kondisi:

Putusan yang belum ditandatangani oleh Hakim Anggota
Kriteria :

Putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis,

Para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

Sebab :
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Kekurang hati-hatian Pnitera Pengganti/PP.

Akibat :

Putusan yang kurang lengkap.

Rekomendasi :

Panitera Pengganti/PP harus mengecek ulang putusan

tersebut.
Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.JP.
Ketua Majelis : H.M. Arief, S.H., M.H

Hakim Anggota : Dr. H. Jarkasih, M.H.

Hakim Anggota . Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti : Dra. Risnawaty Tahir, M.H.E.S.
Kondisi :

Berita acara sidang kedua belum ditandatangani oleh Panitera
Pengganti/PP.

Kriteria :

BAS harus harus ditandatangani oleh Ketua Majelis, dan
Panitera Pengganti/PP.

Sebab :

Kekurang hati-hatian Pnitera Pengganti/PP.

Akibat :

BAS tidah/kurang lengkap.

Rekomendasi :

Seharusnya Panitera Pengganti/PP harus memperhatikan
berita acara sidang apakah sudah atau belum di tandatangani.
Perkara Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.JP.

Ketua Majelis : Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota : Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.
Hakim Anggota : Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti : Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Kondisi :
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Nama-nama Saksi antara dalam Berita acara sidang dan Putusan
berbeda, Dalam BAS Saksi | RT Ellyati Langensari, Saksi Il identitas
kosong; dalam putusan Saksi | Junita binti Subhan Saksi Il SRI herlina.
Kriteria :

Identitas saksi harus jelas, antara yang tercantum dalam BAS dengan
putusan harus sama.

Sebab :

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak cermat dalam pembuatan
BAS dan Putusan.

Akibat :

Tidak terpenuhinya administrasi Yustisial secara baik.

D. BIDANG ADMINISTRASI UMUM
Bagian Umum Dan Keuangan

a. Pertanggung Jawaban Terkait Pemungutan dan Penyetoran PPN
Kondisi :
Terdapat Kwitansi Pembayaran yang pajaknya belum dibukukan
pajaknya di buku kas umum dan buku pembantu pajak dan belum
disetorkan ke kas negara serta uangnya tidak diletakkan di brangkas.
Kriteria :
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pembelian dengan nama dan bentuk
apapun yang diterima/diperoleh Bendahara wajib menyetorkan ke kas
negara.
Sebab :
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.
Akibat :
Kurang lengkapanya dokumen dalam hal pertanggungjawaban belanja

bendahara pengeluaran.
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Rekomendasi :

Seharusnya terkait penyetoran PPN Bendahara sebagai pemugut
seharusnya menyetorkan sendiri untuk pajak terkait agar bukti setor
bisa langsung di terima ketika sudah ada penyetoran pajak oleh
bendahara.

. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran

Kondisi :

Terdapat uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas
Bendahara Pengeluaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) yaitu sebesar Rp50.525.400,00 (lima puluh juta lima ratus dua
puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Kriteria :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162 /pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Pasal 20 Ayat (6). uang tunai yang berasal dari UP
/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sebab :

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat :

Saldo Kas di Brangkas bendahara pengeluaran lebih dari
Rp50.000.000,00

Rekomendasi :

Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP /TUP yang ada pada Kas
Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara
Pengeluaran/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh

Bendahara Pengeluaran dan PPK.
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c. Penghapusan Penggunaan BMN
Kondisi :
Masih terdapat barang Inventaris dalam kondisi rusak Berat yang
pernah di ajukan penghapusan tapi gagal lelang dalam penjualan tidak
ada penawaran sampai dengan selesai lelang.
Kriteria :
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.06/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan
Barang Milik Negara. BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan,
dan/ atau tidak dipindahtangankan Wajib dihapuskan.
Sebab :
Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.
Akibat :
Masih Terdapat Barang-barang rusak berat yang belum dihapuskan.
Rekomendasi :
mengajukan kembali usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

d. Sertifikat Tanah
Kondisi :

Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah an.
Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI berdasarkan fotocopy yang
ada. Namun untuk keberadaan Sertifikat Tanah Aslinya belum
diketahui disimpan dimana. Sedangkan untuk pengadaan tanah ini
menggunakan anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kriteria :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/pmk.06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
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Indonesia Nomor 246/pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara.

Sebab :

Belum optimalnya monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan
sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Akibatnya :

Belum diketemukannya Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta
Pusat yang asli.

Rekomendasi :

Segera ditindaklanjuti untuk mengetahui keberaaan sertifikat tanah
dimaksud, karena sertifikat tanah yang asli harus ada dan disimpan
pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

. Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal
Kondisi :
Satuan Kerja Tidak Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal

Kriteria :
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat. rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit
pelaporan barang serta rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan
Bendahara. Rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit
pelaporan barang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara
data transaksi dan saldo BMN dengan laporan keuangan. Sedangkan
rekonsiliasi  internal antara UAKPA  dengan  Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian
nilai kas di neraca.

Sebab :

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat :

Keakuratan data bisa tidak sesuai antara data transaksi dan saldo BMN

dengan laporan keuangan
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Rekomendasi :

Buat Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan melkukan rekonsiliasi
internal antara UAKPA dengan Bendahara. Rekonsiliasi antara unit
pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang dimaksudkan untuk
memastikan kesesuaian antara data transaksi dan saldo BMN dengan
laporan keuangan. Sedangkan rekonsiliasi internal antara UAKPA
dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dimaksudkan untuk
memastikan kesesuaian nilai kas di neraca.

Syarat Pengangkatan Bendahara

Kondisi :

Bendahara Penerimaan Belum Bersertifikat

Kriteria :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang yang akan diangkat menjadi Penerimaan
Bendahara Pengeluaran/BPP harus Sertiflkat Bendahara dan Ayat (2)
Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan

Sebab :

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat :

Bendahara Penerimaan di satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Belum Bersetifikat

Rekomendasi :

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Harusnya mengajukan Sertifikasi
untuk Bendahara Penerimaan ke KPPN Jakarta.
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BAB Il
PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil temuan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1.

Secara keseluruhan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan yang
berlaku dalam Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik,
Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Persidangan dan
Teknis Yustisial, namun ada beberapa hal dalam bidang-bidang tertentu

diperbaiki dan disempurnakan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Administrasi Umum yang meliputi,
Kepegawaian, Keuangan, Umum, Ortala, Perencanaan, Teknologi
Informasi, Pelaporan dan Umum sudah berjalan dengan baik sesuai
ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ada pembenahan dan tidak

lanjut.

B. REKOMENDASI

1.

Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan sebagaimana diuraikan di

atas.

Meningkatkan pembinaan secara intensif dan terencana kepada seluruh
jajaran pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat khususnya para hakim
dalam penerapan Hukum Acara dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

pada umumnya

Dalam Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Teknis Yustisial,
hendaknya terus memperhatikan Pola Bindalmin dan bersungguh-

sungguh melaksanakan Buku II.
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1. Mengupayakan agar dalam penyelesaian perkara mengikuti SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama adalah 5 (lima) bulan.

2. Untuk bantuan delegasi agar dilaksanakan sesuai SEMA Nomor 6
Tahun 2014,

3. Membuat ruang mediasi yang memadai sesuai aturan yang ada.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan pengisian data-data dalam SIPP.

5. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

6. Memperhatikan PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman
Akuntansi Persediaan dalam Input Data Opname Fisik.

C. PENUTUP

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap Pengadilan
Agama Jakarta Pusat pada tanggal 18 s.d. 19 April 2022 yang kami susun
dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Terima kasih.

Jakarta, 19 April 2022

Tim Pemeriksa PTA DKl Jakarta

1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. Ketua Tim o AN i, PN S
2. Drs.H.M.Abd. Rohim, S.H.,M.H. Anggota
3. H. Sunarto, S.H.,M.H. Anggota L P S . e

4. Mahrum, S.H. Sekretaris 4. ... \— A,

5. Restiana Irwanti, S.E. Anggota S O
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Lampiran-lampiran
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PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website: www.pa-jakartapusat.go.id

PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA

Pada hari ini Jumat, tanggal 31 Maret 2022 saya Dr. H. Muslikin, M.H., Ketua Pengadilan
Agama Jakarta Pusat melakukan penutupan Buku Kas Keuangan Perkara dalam rangka
pemeriksaaan bulanan dan triwulan Pertama berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang
berkaitan dengan Keuangan Perkara, maka Buku Kas Keuangan Perkara ditutup dalam keadaan
sebagai berikut :

I MENURUT BUKU
- Saldolalu: : Rp. 301.864.000,-
- Penerimaan : Rp. 254.870.000,- (+)
Jumlah . Rp. 556.734.000,-
- Pengeluaran : _Rp. 312.870.000,- (-)
Saldo : Rp. 243.864.000,-
I MENURUT KAS
a. Saldo Bank : Rp. 355.506.977,-
b. Saldo Uang Tunai : _Rp. 19.916.000,- ( +)
Jumlah ¢ Rp. 375.422.977,-
Il Selisih Saldo Menurut Buku dengan Saldo Kas : Rp. 131.558.977,-
Terdiri dari :
a. Uang Eksekusi i Rp. 117.373.000,-
b. Uang Konsinyasi : Rp. 12.611.421,- (+)
Jumlah : Rp. 129.984.421,-

IV Keterangan Selisih terdiri dari :

- Pendaftaran Perkara secara E-Court daftar

Masuk dan didftarkan dibulan April 2022 : Rp. 1.575.000,-
- Pembulatan karena Kesulitan Uang Kecil : Rp. 444.-(-)
Jumlah : Rp. 1.574.556-

V  Rincian saldo uang tunai :

a. Lembaran 100.000 an 199 lembar : Rp. 19.900.000,-
b. Lembaran 10.000an 1 lembar : Rp. 10.000,-
¢. Lembaran 2.000an 3 lembar : Rp. 6.000.- ( +)

Jumlah : Rp. 19.916.000,-



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website: www.pa-jakartapusat.go.id

Nurwilis, S.H

M¢n
Ketua Pengadilan

Pemeriksa,

petahui :
a JaKarta Pusat,

Dr. H. Muslikin, M.H.
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PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website; www.pa-jakartapusat.go.id

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Senin, tanggal 18 April 2022, Register Induk keuangan Perkara ditutup, karena
adanya Pengawasan oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Surat Tugas
Nomor : W9-A/1034/PS.01/4/2022, tanggal 18 April 2022

, ditutup dalam keadaan sebagai berikut :

I  MENURUT BUKU

- Saldo lalu: : Rp. 243.864.000,-

- Penerimaan : Rp. 77.634.000,- (+)
Jumlah : Rp. 321.498.000,-

- Pengeluaran : Rp. 86.535.500.- (-)
Saldo : Rp. 234.962.500,-

I MENURUT KAS

a  Saldo Bank : Rp. 333.896.477.-
b  Saldo Uang Tunai : Rp. 31.955.500.- (+)
Jumlah : Rp. 365.851.977,-

III Selisih Saldo Menurut Buku dengan Saldo Kas : Rp. 130.889.477,-

Terdiri dari :

a. Uang Eksekusi : Rp. 117.373.000,-

b. Uang Konsinyasi : Rp. 12.611.421.-(+)
Jumlah : Rp. 129.984.421,-

IV Keterangan Selisih terdiri dari :

Pengembalian Uang perkara batal daftar

Untuk 3 kali daftar @465.000,- : Rp. 1.425.000,-
- Pendaftaran Perkara secara E-Court yang

masuk didaftarkan tanggal 18 April 2022 : Rp. 205.000,-
- Perkara daftar ditolak (double daftar) dan

perkara ditolak karena belum ada ket. ghoib : Rp. 475.000,-

Perkara E-Court yang masuk didaftarkan



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website; WWww,pa-jakartapusat.go.id

Tanggal 18 April 2022. : Rp. 175.000,-
- Virtual Ecount (ADM) Bank yang belum

dikeluarkan dari rekening oleh Bank tersebut

daftar E-Court sebanyak 17 Perkara @3.000 : Rp. 51.000,-
Jumlah : Rp. 906.000,-

- Pembulatan karena Kesulitan Uang Kecil : Rp. 944.- (-)
Jumlah : Rp. 2.330.056-

V  Rincian saldo uang tunai :

a. Lembaran 100.000 an 300 lembar : Rp. 30.000.000,-

b. Lembaran 50.000an 39 lembar : Rp. 1.950.000,-
Lembaran 5.000 an 1 lembar : Rp. 5.000,-

d. Coin 500 an 1 keping : Rp. 500.-( +)
Jumlah : Rp. 31.955.500,-

Yang memeriksa,

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

W/

Drs. H'M. Abd. Rohim, S.H., M.H. Dr.\H.*"Muslikin, M.H.



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website: www.pa-jakartapusat.go.id

BERITA ACARA KEADAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 01
Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas April 2022, telah dilakukan pemeriksaan keadaan
kas di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP oleh Hakim Tinggi Pengawas dengan Surat Tugas Nomor
W9-A/1034/PS.01/4/2022 tanggal 18 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

I.  Saldo Kas Tunai sesuai pembukuan Bendahara Rp  60.590.000,00
[I. Keadaan Kas di Brankas Bendahara Rp 50.525.400,00
Selisih Rp  10.145.293,00
Sesuai keterangan Bendahara, keadaan kas sebagaimana angka Il terdiri atas:
1. Uang Persediaan (UP) Rp 50.525.400,00
2. Uang Tambahan Persediaan (TUP) Rp. -
3. Uang LS Bendahara Rp -
4. Uang Pajak Rp -
5. Uang lain-lain Rp -

I11. Uang lain-lain sebagaimana angka I1.5. terdiri atas:

*Keterangan : Selisisih Rp. 10.145.293,00 adalah :

e  Kuitansi yang belum dibukukan sebesar Rp. 9.474.593,00
e Saldo revisi akun pajak sebesar Rp. 590.000,00
e  Terdapat uang pajak yang belum distorkan sebesar Rp. 80.700,00

Dengan dibuatnya Berita Acara ini, KPA atau PPK atas nama KPA bertanggung jawab apabila terjadi

kehilangan atau kerugian yang terjadi atas keadaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP dimaksud.

Yang Diperiksa Pemeri
Benfghata Pengeluaran

Zulfa Aini,\A.Md 1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
NIP. 198903292015032003 NIP. 195608191983031005
Sekretaris S

W /
Rizal Mﬂtﬁ SE., MM 2. Restiana {rwanti, SE

NIP. 197605212005021001 NIP. 198703192009042001



PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 18 April 2022
Nama Penutup Kas (Pemeriksa Kas) : 1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
2. Restiana Irwanti, SE

Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Maret 2021
Jumlah Total Penerimaan : Rp. 119.555.116,00
Jumlah Total Pengeluaran :Rp. 87.010.178,00
Saldo Buku (A) : Rp. 60.590.000,00
SaldoKas (B) : Rp. 50.525.400,00
Terdiri dari ( Perincian B ) :
1. Uang Kertas Rp. 100.000,00 ; 255 Lembar = Rp. 25.500.000,00

Uang Kertas Rp. 50.000,00 : 500 Lembar = Rp. 25.000.000,00

Uang Kertas Rp. 20.000,00 : - Lembar = Rp. -

Uang Kertas Rp. 10.000,00 2 Lembar = Rp. 20.000,00

Uang Kertas Rp.  5.000,00 1 Lembar = Rp. 5.000,00

Uang Kertas Rp.  2.000,00 4 - Lembar = Rp. -

Uang Kertas Rp.  1.000,00 : - Lembar = Rp. -

Uang Kertas Rp. 500,00 : - Lembar = Rp. -

Uang Kertas Rp. 100,00 : - Lembar = Rp. - +

Rp. 50.525.000,00

2. Uang Logam Rp. 1.000,00 : - Keping = Rp. -

Uang Logam Rp. 500,00 : - Keping = Rp. -

Uang Logam Rp. 200,00 ; 2 Keping = Rp. 400,00

Uang Logam Rp. 100,00 ! - Keping = Rp. - +

Rp. 400,00

3. Materai Rp. 6.000,00 : - Lembar = Rp. -

Materai Rp. 3.000,00 : - Lembar = Rp. - +

Rp. -
4. Saldo Bank Rp. - +
JUMLAH Rp. 50.525.400.00

Perbedaan Saldo ( A-B) : Rp. 10.145.300.-
Penjelasan Perbedaan : Kuitansi yang belum dibukukan sebesar Rp. 9.474.593,00

Saldo revisi akun pajak sebesar Rp. 590.000,00
Tidak adanya uang kecil pecahan 7 Rupiah
Terdapat uang pajak yang belum distorkan sebesar

Rp. 80.700,00
Jakarta, 18 April 2022
Yang Diperiksa
Ben Pengeluaran
Zulfa v A.Md 1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
NIP. 198905292015032003 NIP. 195608191983031005
Sekretaris -
Z /

.

Rizal Mutagin, SE., MM 2. Restiana\lrwanti, SE

NIP. 197605212005021001 NIP. 198703192009042001



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website: www.pa-jakartapusat.go.id

BERITA ACARA KEADAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04
Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas April 2022, telah dilakukan pemeriksaan keadaan
kas di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP oleh Hakim Tinggi Pengawas dengan Surat Tugas Nomor

W9-A/1034/PS.01/4/2022 tanggal 18 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

I.  Saldo Kas Tunai sesuai pembukuan Bendahara Rp 12.000.000,00
II. Keadaan Kas di Brankas Bendahara Rp 10.250.000,00
Selisih Rp 1.750.000,00
Sesuai keterangan Bendahara, keadaan kas sebagaimana angka I terdiri atas:
1. Uang Persediaan (UP) Rp 10.250.000,00
2. Uang LS Bendahara Rp -
3. Uang Pajak Rp -
4. Uang lain-lain Rp -
III. Uang lain-lain sebagaimana angka I1.4. terdiri atas:
G RelSRER
& esaasnums

*Keterangan : Selisih Rp. 1.750.000,- adalah kuitansi yang belum dibukukan

Dengan dibuatnya Berita Acara ini, KPA atau PPK atas nama KPA bertanggung jawab apabila terjadi

kehilangan atau kerugian yang terjadi atas keadaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP dimaksud.

Jakarta, 18 April 2022
Yang Diperiksa Pemeriksa

}—-‘
Zulfa .Md 1. Dr§. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
NIP. 198905292015032003 NIP. 195608191983031005
Sekretaris -
W /
Rizal l\mﬁin, SE., MM 2. Restiana\lrwanti, SE

NIP. 197605212005021001 NIP. 198703192009042001



Tanegal Penutupan Kas

Naina Penutup Kas (Pemeriksa Kas)

Tanggal Penutupan Kas yang lalu

Jumlah Total Penerimaan
Jumlah Total Pengeluaran
Saldo Buku (A)

Saldo Kas

(8)

Terdiri dari ( Perincian B ) :

1.

Uang Kertas Rp. 100.000,00

Uang Kertas Rp. 50.000,00
Uang Kertas Rp. 20.000,00
Uang Kertas Rp. 10.000,00
Uang Kertas Rp.  5.000,00
Uang Kertas Rp.  2.000,00
Uang Kertas Rp.  1.000,00
Uang Kertas Rp. 500,00
Uang Kertas Rp. 100,00
Uang Logam Rp.  1.000,00
Uang Logam Rp. 500,00
Uang Logam Rp. 200,00
Uang Logam Rp. 100,00

Materai Rp. 6.000,00
Materai Rp. 3.000,00

. Saldo Bank

Perbedaan Saldo ( A-B)
Penjelasan Perbedaan

Yang Diperiksa

ra Pengeluaran

NIP.39890\§292015032003

Sekretaris

L

Rizal Mutagqin, SE., MM

NIP. 197605212005021001

"PENUTUPAN KAS

: 18 April 2022
: 1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

2. Restiana Irwanti, SE

: 31 Maret 2021

:Rp. 21.878.800,00
:Rp. 20.378.800,00

102 Lembar
1 Lembar
- Lembar
- Lembar
- Lembar
- Lembar
- Lembar

- Lembar =

- Lembar

- Keping
- Keping
- Keping
- Keping

- Lembar
- Lembar

: Rp. 1.750.000,00
: Terdapat kuitansi yang belum dibukukan sebesar
Rp. 1.750.000,00

:Rp. 12.000.000,00
:Rp. 10.250.000,00

Rp
Rp

Rp.

Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

. 10.200.000,00
; 50.000,00

- +

= Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp. 10.250.000,00

Rp.
Rp.

J

Rp. - +

UMLAH Rp.  10.250.000,00

Jakarta, 18 April 2022
Pemeriks

1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

NIP. 195608191983031005

2. Restian \rwanti, SE

NIP. 198703192009042001
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HAKIM PENGAWAS BIDANG

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
29 Maret 2022 s/d 1 April 2022

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
JI. Rawasari Selatan No. 51 Cempaka Putih
Jakarta Pusat




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat, Allah SWT, dengan karunia dan
inayah-Nya, Laporan Hasil Pengawasan Bidang Triwulan | Tahun 2022 Periode
Bulan Januari s/d Maret 2022 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat
selesai dengan tepat waktu, sesuai jawal yang telah ditentukan, serta tidak lupa
mengucapkan shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW,
nabi akhir zaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor W9-A1/1742/PS.00/3/2022 telah
menunjuk Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
TAhun 2022 serta Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor: W9-A1/1747/Ps.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah dilaksanakan
pengawasan bidang oleh Hakim sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya pengawasan bidang ini sebagai suatu bukti
bahwa telah dijalankan fungsi penguatan pengawasn yang merupakan area |V
dalam pelaksanaan Zona Integritas dan diharapkan dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Pada akhirnya besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat dan
apa yang menjadi temuan dapat diperbaiki, mengingat kesempurnaan hanya
milik Allah SWT.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 April 2022
inator Tim Pengawasan Bidang

Laporan Hasil Pengawasan Bidang 1
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BAB |
PENDAHULUAN

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok menajemen untuk
menjaga dan mengendalikan, agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan

sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang
dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah meletakkan dasar
kebijakan, bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan
tertinggi baik menyangkut teknis yustisial, organisasi, administrasi dan finansial
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk
menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, pengawasan eksternal sebagaimana tersebut pada Pasal 12 A Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang meliputi
bidang-bidang sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor W9-A1/1742/PS.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan berpedoman
dalam rumusan yang terdapat dalam buku |V dengan melalui
KMA/080/SK/VI11/2006 yang disempurnakan oleh KMA/145/VI1I1/2007 tanggal 29
Agustus 2007, buku IV tersebut dijadikan pedoman dalam pengawasan, baik
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, dan telah diintegrasikan dengan standar Akreditasi
Penjaminan Mutu Peradilan Agama, meliputi bidang manajemen peradilan,
administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan

pelayanan publik.

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah berdasarkan:
. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-
A1/1742/PS.00/3/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2022;

Laporan Hasil Pengawasan Bidang 3
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2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: WO-
A1/1747/Ps.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022,

B. Ruang Lingkup Pengawasan
1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi Umum
5. Pelayanan Publik

C. Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang,

dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan manajemen peradilan,
administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum serta
pelayanan publik dan termasuk di dalamnya SIPP serta aplikasi-aplikasi
yang dibangun oleh Badan Peradilan Agama, apakah sudah sesuai
dengan Buku IV Mahkamah Agung RI tahun 2009 serta memenuhi

standar APM Badilag yang dijadikan pedoman pengawasan tersebut.

2. Untuk melakukan kontroling terhadap program kerja yang sedang
berjalan, sehingga apabila ada ketidak sesuaian antara program kerja
dengan aturan yang ada, segera diadakan pembenahan dan perbaikan-

perbaikan,

3. Untuk melakukan mengevaluasi, agar seluruh bagian Pengadilan Agama
Jakarta Pusat termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh

rasa tanggung jawab dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan.

D. Metode Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan valid, dalam melaksanakan

pengawasan, Tim Pengawas Bidang menggunakan metode:

Laporan Hasil Pengawasan Bidang 4
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1. Teknik Pengumpulan Data, Tehnik pengumpulan data yang
digunakan:

a. Wawancara (Interview), yaitu suatu metode pengumpulan data
dengan melakukan pertanyaan/wawancara yang diajukan kepada
responden untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan
masalah yang akan diperiksa, karena wawancara adalah sebagai
tehnik/alat pengambilan data primer. Dalam hal ini digunakan bentuk
pertanyaan/wawancara dengan berpedoman pada pertanyaan yang
sesuai Surat Tugas Ketua Pengadilan Jakarta Pusat kepada pejabat
yang berwenang atau yang memegang posisi tertentu, seperti
Pejabat Kesekretariatan dan pejabat Kepaniteraan.

b. Studi Dokumen, metode ini digunakan untuk memperoleh data
skunder dengan cara:

1) Sesuai Ketentuan yang diatur dalam buku [V tentang
Tatalaksana Pengawasan Peradilan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

2) Pemeriksaan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi Telusur
Dokumen yang diterbitkan oleh Tim APM Peradilan Agama;

3) Melakukan telusur dokumen di seluruh bagian;

2. Teknik Analisis Data:
Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka
teknik analisis data yang digunakan dalam pengawasan adalah tehnik

analisis deskriptif kualitatif.

E. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: WS-
A1/1747/Ps.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022, Pengawasan dilaksanakan dari tanggal
29 Maret 2022 s/d 1 April 2022.
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BAB I
HASIL PENGAWASAN BIDANG

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN REGULER
HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Surat Tugas Nomor : W9-A1/1742/PS.00/3/2022
Tanggal 28 Maret 2022

A. MANAJEMEN PERADILAN

Secara umum kondisi pengelolaan management peradilan di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun, pada bagian tertentu masih ditemukan hal-hal yang belum sesuai dan

menjadi temuan tim pemeriksa, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi

Telah dibuatkan Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan telah

dibuatkan SK dan sudah disosialisasikan oleh KPA, akantetapi SK tersebut

masih SK Tahun 2021, belum di update ke Tahun 2022.

Kriteria :

1. SK  KMA No.138/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pemberlakuan Unit
Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di
bawahnya.

2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA Ri No.261
Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan (WBBM).

Sebab :

Awal Tahun masih menyelesaikan banyak pekerjaan kepegawaian lainnya
sehingga SK Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi belum diupdate untuk
Tahun 2022.

Akibat :

Belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pengendalian gratifikasi
untuk tahun 2022.



Rekomendasi :

Agar segera dibuatkan atau di update SK tentang Susunan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk Tahun 2022 agar adanya
kesinambungan dalam pelaksanaan tugas pengendalian gratifikasi di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Demikan laporan hasil temuan Tim Pengawasan bidang Manajemen
Peradilan untuk Triwulan Pertama Tahun 2022.

Drs. Jajat Sudrajat,S.H.,M.H.

Dra. Hj.Hafsah,S.H. (L \ M ———
Dra.Hj.Harmala Harahap,S.H.,M.H St
Drs.H.Muhammad Umar,S.H. M.H. ==, . N\

Murtakiyah,S.H. (...

S S



LEMBAR TEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
ADMINISTRASI PERKARA TRIWULAN | TAHUN 2022
PADA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Nomor : W9-A1/1742/PS.00/3/2022
Tanggal 28 Maret 2022

A. ADMINISTRASI PERKARA

1.

Kondisi :

Prosedur tata Kelola arsip : ditemukan arsip dalam Box tahun 2022, yang
belum disusun sesuai dengan nomor urut.

Kriteria :

Seharusnya arsip yang tersusun dalam Box telah sesuai dengan nomor
urut.

Sebab :

Kurang telitinya petugas arsip.

Akibat :

Kesulitan dalam mencari arsip.

Rekomendasi :

Agar setiap arsip dalam box sudah tersusun sesuai dengan nomor urut.

. Kondisi :

Belum ada standart yang jelas atau SOP tentang prosedur peminjaman
berkas.

Kriteria :

Harus tersedia SOP dan Prosedur tentang peminjaman berkas.

Sebab :

Kebiasaan selama ini peminjaman berkas dilakukan dengan asas
kepercayaan.

Akibat :

Dikhawatirkan keamanan berkas tidak terjamin dan atau akan ada pihak
yang merasa dirugikan atau tidak dilayani dengan baik sesuai dengan

kebutuhanya.



Rekomendasi :
- Perlu dibuat SOP atau prosedur tata cara peminjaman berkas dengan
mengacu kepada KMA Nomor |-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di pengadilan.

. Kondisi:

Berkas perkara yang baru masuk belum menggunakan daftar ceklis
kelengkapan berkas yang ada hanya daftar isi berkas ketika Bundel A
sudah lengkap.

Kriteria :

Seharusnya dalam setiap berkas tersedia daftar ceklis kelengkapan
berkas.

Sebab :

Kelalaian petugas dalam menyiapkan daftar ceklis dalam setiap perkara
yang masuk.

Akibat :

Keamanan kelengkapan berkas tidak terjamin bisa terjadi salah satu
dokumen hilang dan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab
Rekomendasi :

Agar dalam setiap berkas tersedia daftar ceklis semenjak perkara di

daftarkan.

. Kondisi :

Surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar dilakukan untuk 6 bulan
sekali secara berkala.

Kriteria :

Seharusnya untuk setiap perkara yang putus per hari besoknya jika sisa
panjar tidak diambil dan jika dalam waktu 6 bulan tidak diambil akan disetor
ke Negara., langsung diberitahukan melalui surat.

Akibat :

Sebagian besar uang sisa panjar masih menumpuk di kasir karena lebih
dari 6 bulan tidak disetor ke Negara.



Rekomendasi :
Agar Pimpinan membuat SOP pengambilan sisa panjar.

Tim Pemeriksa Bidang Administrasi Perkara

Pemeriksa | Pemeriksa Il

\--'_.

!

Dwiar[ }{uliani, S.H., M.H.



LEMBAR TEMUAN HAKIM PENGAWAS

BIDANG : ADMINISTRASI PERADILAN
BULAN : JANUARI s/d MARET 2022

PELAKSANAAN : JUMAT, 31 MARET 2022

A. PENYIMPANAN UANG KONSINYASI.

KONDISI : Panitera bertanggung jawab terhadap Penyimpanan Uang Konsinyasi.
KRITERIA : SEMA Nomor 4 TAHUN 2008.
SEBAB : 1. Tidak ada Berita Acara penyerahan dari Kasir ke Para Pihak.

2. Tidak ada laporan dari kasir ke Panitera uang sudah diserahkan.

AKIBAT : Panitera tidak mengetahui uang Konsinyasi sudah diserahkan kepada
yang bersangkutan atau tidak.

REKOMENDASI : Ketika uang diserahkan dibuat Berita Acara dan dilaporkan secara
tertulis kepada Penitera.

B. PERKARA YANG DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN.

KONDISI . Priode Triwulan Pertama 3 (tiga) Perkara yang diputus lebih dari 5 (lima)
bulan yaitu perkara No. 1350 dan 1763, Perkara Harta Bersama, Warisan.
Sedangkan perkara 1500 Gugat Cerai Luar Negeri.

KRITERIA . Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrais Peradilan Agama Buku Il
Hal. 28.
SEBAB : 1. Penundaan persidangan rata-rata satu minggu.

2. Mediasi kurang maksimal dari mediator.
3. Pemanggilan sidang ke Luar Negeri 6 (enam) bulan.

AKIBAT : Perkara putus lebih dari 5 (Ima) bulan. Sehingga berpengaruh terhadap
nila SIPP.

REKOMENDASI : Untuk lain kali - Mediasi dimaksimalkan.
- Penundaan sidang diusahan tidak satu minggu’

- Pemanggilan ke Luar Negeri 4 (empat) bulan, bukan 6
(enam) bulan.

C. BAS DITANDANGANI KETUA MAIJELIS DAN PP SEBELUM SIDANG BERIKUTNYA.

KONDISI : Masih ada BAS yang belum selesai diketik sebelum siding berikut
terutama siding yang berkaitan dengan Harta Bersama dan Kewarisan.



KRITERIA . Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrais Peradilan Agama Buku Il
Hal. 30.

SEBAB : 1. Panitera kurang serius untuk mengetik BAS yang bersangkutan.

2. Ketua Majelis kurang mengontrol, pembuatan BAS, yang diketik oleh
PP.

AKIBAT . - Pembuatan Putusan bisa terlambat, bisa berakibat kurang akurat.

REKOMENDASI : Hendaknya PP. menyelesaikan BAS sebelum siding berikutnya.

Ketua Majelis senantias mengontrol PP dalam pembuatan BAS, sebelum
sidang berikutnya dilaksanakan.

HA ENGAWAS SEKRETARIS

4

HUDRI LUSIANA SARAGIH



LAPORAN HASIL PENGAWASAN
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PADA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Surat Tugas Nomor W9-A1/1742/PS.00/3/2022
Tanggal 28 Maret 2022

A. KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA.

1. Team Penanganan Bencana.
Kondisi:
Simulasi tanggap darurat sudah dilaksanakan tapi TEAM penanganan bencana
belum ada
Kriteria:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana maka seharusnya
dibuatkan Surat Keputusan Team Penanganan Bencana.
Sebab:
Petugas tidak update Surat Keputusan Penanganan Bencana 2022.
Akibatnya:
Tidak ada team yang bertanggung jawab apabila terjadi bencana.
Rekomendasi:
Seharusnya pimpinan segera membuat SK team Penanganan Bencana karena
selain merupakan salah satu eviden dalam APM juga sangat penting

keberadaannya dalam lingkungan kantor.
B. UMUM DAN KEUANGAN

1. DBR (Daftar Barang Ruangan)
Kondisi:
DBR (Daftar Barang Ruangan), barang yang tertera di DBR banyak yang tidak

sesuai dengan yang ada di ruangan;



Kriteria:

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) bahwa setiap Satker harus membuat Daftar
Barang Ruangan.

Sebab:

Petugas DBR lalai dalam menginventarisasi barang setiap ruangan.
Akibatnya:

Banyak barang yang tidak sesuai penempatannya;

Rekomendasi:

DBR harus di Update dan disesuaikan dengan apa yang ada atau yang

terdapat dalam ruangan.

. Kartu Kendali Pemeliharaan Perlengkapan Persidangan

Kondisi:

Kartu kendali perlengkapan persidangan belum ada

Kriteria:

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) bahwa Satker harus memelihara barang milik
negara.

Sebab:

Petugas kurang disiplin dalam mengawasi pemeliharaan barang milik negara.
Akibatnya:

Perlengkapan persidangan tidak terkontrol dan tidak terjadwal sehingga
pemeliharaannya juga tidak terjadwal.

Rekomendasi:

Harus dibuatkan kartu kendali, agar perlengkapan persidangan dan

pemeliharaannya terkontrol serta terjadwal.

. Rekon Internal antara aplikasi SIMAK, BMN dan SAIBA
Kondisi:
Rekon Internal antara aplikasi SIMAK, BMN dan SAIBA belum dilaksanakan



Kriteria:
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017 Pedoman

Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebab:

Aplikasi SIMAK, BMN dan SAIBA tahun 2022 belum di lounching oleh
Kementrian Keuangan.

Akibatnya:

Laporan keuangan terlihat kurang baik.

Rekomendasi:

Agar segera dilakukan rekonsiliasi SIMAK, BMN dan SAIBA tahun 2022

setelah aplikasi di lounching.

4. Pembayaran rapelan tunjangan jabatan hakim:

Kondisi:

Ada empat orang hakim yang sampai saat ini belum menerima rapelan

tunjangan jabatan hakim masing-masing:

- Drs. H. Hudri, S.H., M.H., sebesar Dua bulan rapelan, tunjangan jabatan
April dan Mei 2021;

- Dra. Harmala Harahap, S.H., M.H., sebesar tunjangan jabatan April dan
Mei 2021;

- Drs.Wawan Iskandar sebesar dua bulan rapelan tunjangan jabatan hakim
bulan Oktober dan Nopember 2021

- H. M. Arief, S.H., M.H., sebesar dua bulan rapelan tunjangan jabatan
hakim bulan Oktober dan Nopember 2021;

Kriteria:

Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah waijib

membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin

kesejahteraan PNS.

Sebab:

Petugas terlambat mengajukan pembayaran rapelan tunjangan hakim.

Akibatnya:

Pembayaran rapelan menjadi terlambat.

Rekomendasi:



Agar bagian keuangan segera mencairkan rapelan tunjangan hakim yang

terlambat tersebut.

C. PERENCANAAN T.I. DAN PELAPORAN
1. Rapat evaluasi anggaran pertriwulan

Kondisi:
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sekretaris sudah melakukan rapat
evaluasi anggaran yang dilakukan secara berkala setiap triwulan sekali,
hanya saja belum terjadwal waktu pelaksanaanya.
Kriteria:
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, bahwa setiap rapat evaluasi harus dibuat
persiapan sebelum dilaksanakan.
Sebab:
Tidak adanya persiapan sebelum pelaksanaan rapat evaluasi.
Akibat:
Rapat dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak terprogram.
Rekomendasi:
Agar Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera membuat jadwal
rapat evaluasi anggaran pertriwulan agar lebih terkontrol;
Keuangan DIPA.

2. Papan Realisasi Anggaran Dipa 01 dan 04
Kondisi:
Papan Realisasi anggaran sudah ada tapi tidak diperbaharui secara berkala.
Kriteria:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur agar realisasi anggaran
diumumkan agar dapat diketahui secara umum.
Sebab:
Petugas tidak update pada papan manual walau sudah update pada website.

Akibatnya:



jika ada yang ingin mengetahui sudah sejauh mana anggaran yang sudah
terealisasi maka harus bertemu dan bertanya kepada petugas yang di tunjuk
untuk itu. padahal jika papan realisasi anggaran di fungsikan maka untuk
mengetahui realisasi anggaran tidak perlulagi bertanya dengan petugas yang
menangani hal tersebut .

Rekomendasi:

Papan Realisasi Anggaran harus update terus.

Demikianlah laporan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum:
Jakarta, 31 Maret 2022,

Angg Ketua Team,

H. Arief. S.H., M.H. Dr&. Wawan Iskandar

Dra. Nurhayati, M.H.

F s

Dra. Hj. Eni Zulaini

Sekretaris,

Eva Zulhaefgh, S.H.



LEMBAR TEMUAN HAKIM PENGAWAS

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Surat Tugas Nomor W9-A1/1742/PS.00/3/2022
Tanggal 28 Maret 2022

A. Temuan

1.

Kondisi :

Area Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari :
a. Tim survey

b. Jadwal survey (minimal setiap 6 bulan)
c. Kuesioner

d. Analisa hasil survey
e. Laporan Hasil survey

f. Tindak lanjut atas unsur dengan nilai terendah

Tahun 2022 belum dilakukan survey SKM, Para petugas survey akan
mulai melaksanakan survey pada awal bulan April 2022.

Kriteria :

PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebab :

Petugas belum melaksnakan Survey SKM, karena Survey Kepuasan
Masyarakat batas waktunya hingga 6 bulan, maka seharusnya para
petugas survey harus memulai melaksanakan survey pada April 2022
Akibat :

Belum diketahui nilai SKM tahun 2022. Dari Januari s/d Maret 2022 (telah
berjalan 3 bulan) namun Survey Kepuasan Masyarakat belum dimulai

oleh petugas survey.



2. Kondisi:

Area Panmud Hukum :

Salah satu standar pelayanan pemberian informasi publik di Pengadilan

adalah tersedianya Kotak pengaduan dan Saran. Akan tetapi saat ini

tidak ditemuinya kotak pengaduan di ruang PTSP. Menurut informasi dari

petugas PTSP bahwasanya kotak pengaduan sudah rusak dan belum

diganti hingga sekarang.

Selain itu, dalam aplikasi di layar sentuh juga tidak ditemui gambar

(gambar momogi) sebagai tanda kepuasan masyarakat.

Kriteria :

1. PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat.

2. SK KMA Nomor 1026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Sebab :

Adanya kelalaian dari petugas (bagian panmud hukum) belum

mengadakan / mengganti “Kotak Pengaduan” yang sudah rusak, dan juga

terhadap aplikasi gambar (gambar emoji) sebagai tanda penilaian

kepuasan masyarakat di layar sentuh yang telah hilang belum

dimasukkan kembali ke layar sentuh.

Akibat :

Sarana pengaduan tidak ada yang seharusnya disediakan oleh satuan

kerja. Bagi para pencari keadilan yang merasa puas dan atau kurang

puas atas pelayan Pengadilan tidak dapat menyalurkan aspirasinya

(kepuasan dan atau ketidakpuasannya).

3. Kondisi :
Area Umum dan Keuangan :
- Belum tersedianya “Papan Daftar Nama Hakim".
- Belum tersedianya "Ruang Penasihat Hukum”.



Kriteria :

1. SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

2. SK KMA Nomor 1026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Sebab :

Kurangnya perhatian (bagian umum dan keuangan) untuk mengadakan
“Papan Daftar Nama Hakim” dan “Ruang Penasihat Hukum”.

Akibat :

Para tamu yang datang tidak mengetahui nama-nama hakim yang ada di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Para Penasihat Hukum bercampur / tidak ada batas dengan para pencari
keadilan.

B. Rekomendasi :
Agar para petugas yang mewilayahi area-area tersebut segera mengadakan
atau memerintahkan bawahannya untuk mengadakan kekurangan-

kekurangan di atas.

Jakarta, 01 April 2022

Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik

Dra. Nurmiwati/ M.H. Tuti Sudiarti, S.H., M.H. Dra. niah, M.H.

Sekretgris,

Yulisma, S.H.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



MENIMBANG

MENGINGAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Nomor : W8-A1/1742/PS.00/3/2022

TENTANG
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Bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi Hakim, untuk
kelancaran mekanisme pelaksanaan penunjukan hakim pengawas
bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipandang perlu
menunjuk tim yang baru

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap
jalannya peradilan dan administrasi di Pengadilan Agama Jakarta
Pusat sebagaimana talah diatur dalam Keputusan Mahakmah Agung
RI Nomor: KMA/O0B/DK/III/DK/1994 tentang pengawasan dan evaluasi
atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama maka dipandang perlu menunjuk Hakim
Pengawas Bidang;

Bahwa Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam
daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-
tugas dimaksud;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-

undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016:

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 :

Keputusan Ketua Mahkmah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991:
Keputusan Ketua Mahkmah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992:
Keputusan Ketua Mahkmah Agung Rl Nomor : KMA/OO5/SK/I11/1994;
Keputusan Ketua Mahkmah Agung Rl Nomor : KMA/006/SK/III/1 994;
Keputusan Ketua Mahkmah Agung Rl Nomor : KMA/080/SK/VIII/20086;
Keputusan Ketua Mahkmah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VII1/2007:



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA
JAKARTA PUSAT TAHUN 2022;

Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakada Pusat
tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat dengan susunan dan rincian tugas masing-masing bidang
pengawasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran | dan Lampiran Il Surat
Keputusan ini ;

Tugas Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan sesuai bidang
pengawasan dengan 5 area pengawasan yaitu: Manajemen Peradilan,
Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan
Pelayanan Publik;

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-
A1/206/PS.00/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2022 dan
dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkan surat keputusan ini;

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil
pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sekurang-
kurangnya 3 bulan sekali;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

~DITEJAPKAN DI / :  JAKARTA
PADA. : 28 MARET 2022

f Dr. A. MUSLIKIN, M.H.



No.

LAMPIRAN|  :KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
JAKARTA PUSAT
NOMOR © W9-A1/1742/PS.00/3/2022
TANGGAL : 28 Maret 2022
NAMA JABATAN KIM PENGAWAS BIDANG
2 F Y S
Drs. H. Gunawan, M.H. Wakil Ketua Kloordfna!or Hakim Pengawas
Bidang
Rizal Mutagin, SE, MM. Sekretaris Sekretaris Koordinator Pengawas

Drs. Jajat Sudrajat, SH., MH

Dra. Hj. Hafsah, SH.

Dra. Hj. Harmala Harahap, SH., MH

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.

Murtakiyah, S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. Wawan Iskandar

H. Arief, SH., MH

Dra. Nurhayati, M.H.

Eva Zulhaefah, SH.

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Dr. H. Jarkasih, MH

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M. H.

Hakim Madya

Utama

Hakim Utama Muda Manajemen Peradilan

Hakim Utama Muda

Hakim Utama Muda
Panitera Pengganti

Hakim Madya

Utama
Hakim Utama Muda
Ha!;im I.\.-‘I.adya-l Mu-c;é

Hakim Mé.d-y-a |

Utama

Panitera Pengganti

Hakim Madya Muda

Hakim Madya

Utama
Panitera Pengganti

Hakim Madya

Utama

Bidang

Sekretaris Bidang Manajemen
Peradilan

Adminstrasi Umum

Sekretaris Bidang Administrasi
Umum

Administrasi Perkara

Sekretaris Bidang Administrasi

Perkara

Pelayanan Publik



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Yulisma, S.H.

Drs. H. Hudri, SH., MH.

Lusiah Saragih, S.AG., M.H.

Hakim Madya

Pratama

Hakim Madya
Utama

Panitera Pengganti
Hakim Utama Muda

Panitera Pengganti

KETUA

Sekretaris Bidang Pelayanan
Publik

Administrasi Persidangan
Sekretaris Bidang Administrasi

Persidangan

PEN LAN AGAMA JAKARTA PUSAT,

#.Dr. H. MUSLIKIN, M.H.



LAMPIRAN Il : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA

JAKARTA PUSAT
NOMOR - W9-A1/1742/PS.00/3/2022
TANGGAL : 28 MARET 2022

URAIAN TUGAS BIDANG PENGAWASAN

1.

Manajemen Peradilan;

- Pembinaan Sumber daya manusia ;

- Tertib perkantoran dan rumah tangga:;

- Rencana Strategis;

- Program kerja dan job descriptions pegawai ;
- Pelaksanaan Program Kerja;

- Monitoring dan evaluasi kegiatan.

Administrasi Perkara

- Prosedur penerimaan perkara;

- Prosedur penerimaan permohonan Banding;

- Prosedur penerimaan permohonan kasasi:

- Prosedur penerimaan PK;

- Keuangan Perkara;

- Pemberkasan dan kearsipan;

- Pelaporan perkara.

Administerasi Persidangan

- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara:
- Minutasi perkara;

- Pelaksanaan putusan (eksekusi)

Administrasi Umum

- Administrasi kepegawaian dan tatalaksana;

- Administrasi Perencanaan dan Teknologi Informasi;
- Administrasi Keuangan DIPA dan Umum.

Pelayanan Publik

- Pelayanan PTSP dan petugas-petugasnya ;

- Kecepatan dan ketepatan pelayanan;

- Pengelolaan Manajemen;

- Pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana;

- Ketertiban, penataaan, kebersihan dan kerapihan lingkungan:

- Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dan pengaduan dari r?rakal

KETU
PEN N AGAMA JAKARTA PUSAT,

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
JI. Rawasari Selatan No.51, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Tlp. (021) 42802193, 42802210 Fax. (021) 42802307
Websile : www.pa-jakartapusat.go.id,

SURAT TUGAS
Nomor : W9-A1/1747/PS.00/3/2022

Menimbang :
Pusat.
Dasar
Kepada :
No. Nama
1. Drs. H, Gunawan, M.H.
2 Rizal Mutaqin, SE, MM.
Drs. Jajat Sudrajat, SH., MH
Dra. Hj. Hatsah, SH.
,  Dra. Hj. Harmala Harahap, SH.,
°  MH
Drs. H. Muhammad Umar, S.H.,
M.Sy.
Murtakiyah, S.H.
Dra. Hj. Eni Zulaini
4

S ¢-mail : pajakartapusat@gmail.com Jakarta (10570)

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat Nomor: W9-A1/1742/PS.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022
perihal penunjukkan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Jakarta

Surat. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-
Al/1742/PS.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal penunjukkan hakim
pengawas bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

MEMBERIKAN TUGAS

Drs. Wawan Iskandar

Jabatan Hakim Pengawas Bidang

Koordinator Hakim
_ Pengawas Bidang

Sekretaris Koordinator
_Pengawas Bidang

Wakil Ketua

Sckretaris
Hakim Madya Utama
Hakim Utama Muda

' Manajemen Peradilan
Hakim Utama Muda

Hakim Utama Muda

Sckretaris Bidang
Manajemen Peradilan

Panitera Pengganti

Hakim Madya Utama

Adminstrasi Umum

Fakim Utama Muda
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H. Arief, SH., MH
Dra. Nurhayati, M.H.

Eva Zulhaefah, SH.

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Dr, H. Jarkasih, MH

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M. H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.I1.

Dra. Haniah, M.H.

Yulisma, S.H.

Drs. H. Hudri, SH., MH.

Lusiah Saragih, S.AG., M.H.

Hakim Madya Muda

Hakim Madya Utama
Sekretaris Bidang
Administrasi Umum

Panitera Pengganti

Hakim Madya Muda
- Administrasi Perkara
IHakim Madya Utama

Sckretaris Bidang
Administrasi Perkara

Panitera Pengganti

Hakim Madya Utama
Hakim Madya Pratama  Pelayanan Publik

Hakim Madya Utama
. ; Sckretaris Bidang
by sra Penoar

Panitera Pengganti Pelayiiian Piiblik

Hakim Utama Muda  Administrasi Persidangan

Sckretaris Bidang
Administrasi Persidangan

Panitera Pengganti

Untuk melakukan Pengawasan Bidang Triwulan | 2022 periode Januari s.d Maret 2022

pada tanggal 29 Maret 2022 s/d 1 April 2022 serta menyerahkan laporan hasil pengawasan
pada tanggal 4 April 2022.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakﬁatl% Mayt 2022
Klufp

g or. J. Muslikin, M.H.
NIP. 196908171994031007
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